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PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2° TAHUN 2019

TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN SENSUS

BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sensus Barang Milik

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun anggaran
2019 berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja

perlu disusun Standar Biaya Khusus sebagai salah satu

alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah

Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Standar Biaya
Khusus Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah Tahun

Anggaran 2019 dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

¢



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

3.
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5.
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7.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533); x
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016

Tentang Pedoman Pengelolaan BMD(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1

Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008 Nomor 1).

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2014

Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh

Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Tahun

2014 Nomor 70).
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10

Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota%ahun 2018 Nomor 10); j
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17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun
2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 145).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR

BIAYA KHUSUS KEGIATAN SENSUS BARANG MILIK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Pemerintah Daerah Adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja
yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang disingkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas
dalam suatu Jabatan Pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan

digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN

3.

4,

5.

6.

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan
Pemerintah. i



7. Tenaga Harian Lepas adalah Personil yang diangkat oleh Pejabat Eselon II

pada Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan dengan Perjanjian
Kerja.

8. Jabatan Fungsional adalah Sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan Pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada
Keahlian dan Keterampilan tertentu.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Standar Biaya Khusus pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun
Anggaran 2019 diperuntukkan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Lima Puluh Kota dan Tenaga Harian Lepas.

BAB III
STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN SENSUS BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3
Standar Biaya Khusus Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Sensus Barang Milik
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan
Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Biaya yang ditetapkan adalah Standar Maksimal, dimana Tim Sensus Barang
Milik Daerah dapat menggunakan biaya yang lebih rendah dari yang
ditetapkan, dan disesuaikan dengan kondisi beban kerja dan Keuangan
Perangkat Daerah. 7



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Jul 2019

HitiAdangkandi Sarilamak_ AsupatiimA PULUH KOTA,
rada tanggal 29 Juli 2019
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR_ : 38 TAHUN 2019
TANGGAL: 29 juli 2019
TENTANG : STANDAR BIAYA KHUSUS KEGIATAN SENSUS

BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

BUPATI ULUH
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NO URAIAN BIAYA(RP) SATUAN
1 |Honorarium TIM Sensus BMD

a. Penanggung Jawab 2.000.000 OK
b. Pengarah 1.750.000 OK
c. Wakil Pengarah 1.500.000 OK
d. Koordinator Pokja 1.250.000 OK
e. Anggota Pokja 1.000.000 OK
f. Sekretariat Pokja 750.000 OK

2 Honorarium Pengurus Barang
Pengguna
a. Nilai Aset di atas 10 milyar 450.000 OK
b. Nilai Aset 5 s/d 10 milyar 350.000 OK
c. Nilai Aset s/d 5 milyar 250.000 OK

3 | Honorarium Pengurus

Barang Pembantu 100.000 OK


